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Dengan hormat,

Berdasarkan Surat dari OJK nomor. S-595/K0.0802/2019 tanggal 22 Nopember 2019,
Perihal: Penilaian Laporan Penerapan Tata Kelola Bank Tahun 2018, dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No .4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan
Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Perkreditan Rakyat, maka kami PT. BPR Tanaoba Lais Menekat menyerahkan Revisi
Laporan yang dimaksud diatas.

Demikian agar maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKSI PT. BPR TANAQBA LAIS MANEKAT

+M_{bx+
( Robert P, Fanggidae, S.E ) ( Yeremia M. Nappoe, S.P)

Tembusan :
1. Ketua Asosiasi BPR di Indonesia ( perbarindo.geg@gmail.com )
2. Pimpinan Kantor Media atau majalah ekonomi dan keuangan

( mediabpr.geg@gmailcom )
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KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasihNYA dan perkenananNya
maka Revisi Laporan Tata Kelola tahun 2018 ini dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat
dilaporkan pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran OJK No. 5/SEOQJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Revisi laporan tata kelola ini
dibuat dan disampaikan agar stakeholder dapat mengetahui kinerja dan tata kelola Bank
Perkreditan Rakyat Tanaoba Lais Manekat dan hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2018
" yang lalu.

Revisi laporan ini dibuat sesuai dengan penilaian OJK, berisi tentang pelaksanaan Tata
Kelola pada PT. BPR Tanaoba Lais Manekat yang tercermin dari sistem tata kelola
yang mencakup struktur dan infrastruktur tata kelola, proses penerapan tata kelola, hasil
penerapan tata kelola pada 11 (sebelas) faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan. Penilaian pelaksanaan Tata kelola dilakukan dengan metode self
assessment berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya.
Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat
Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko.

Selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Kuangan, Laporan ini
diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui
kinerja Bank, kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku dan
nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan serta pelaksanaan
prinsip dasar Tata Kelola vyaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independensi dan kesetaraan.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas
dukungan doa dan kepercayaan yang telah diberikan dalam memajukan PT. BPR
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Tanaoba Lais Manekat sehingga kami dapat terus berkarya untuk kemajuan Bank TLM
dan lebih luas lagi untuk kemajuan ekonomi masyarakat di NTT. Tuhan memberkati setiap
pekerjaan dan jerih payah kita. =

Kupang, 28 Nopember 2019
~ PT. BRR Tanaoba Lais Manekat
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I. PENDAHULUAN
LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR TANAOBA LAIS MANEKAT

TAHUN 2018

Persaingan perbankan di Indonesia semakin ketat jika dilihat dari sisi inovasi pelayanan
dan segmen pasar. Semakin inovatif pada pelayanan disertai dengan peningkatan
volume usaha Bank Perkreditan Rakyat, khususnya BPR Tanaoba Lais Manekat, maka
semakin meningkat pula risiko bagi perusahaan.

Tata Kelola BPR yang baik merupakan unsur penting di dalam industri perbankan
mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan yang semakin
meningkat. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik dan konsisten akan memperkuat
posisi daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber
daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh
kepercayaan Pemegang Saham dan stakeholder sehingga Bank dapat beroperasi dan
tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Untuk menerapkan Tata Kelola, maka BPR Tanaoba Lais Manekat tunduk kepada
seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan selalu
berpedoman pada Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh
perusahaan keuangan di Indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK)
dan Bank Indonesia secara konsisten melakukan pemantauan terhadap BPR Tanaoba
Lais Manekat baik dari sisi pemantauan risiko dan kinerja perusahaan.

Dengan diterbitkannya peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata
Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK nomor 5/SE.QJK/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR Tanaoba Lais Manekat
diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
nilai-nilai yang berlaku umum pada perbankan, meningkatkan kinerja Bank, dan
melindungi pemangku kepentingan (stakeholders), kepatuhan peraturan ini diwujudkan
dengan pelaporan kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada
prinsip-prinsip :

1. Transparency, (transparansi) adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan

informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam pengambilan
keputusan

JLaHm"mm no 43 Kumne
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Accountabili akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksahaan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara
efektif

3. Responsibility, (pertanggungjawaban) adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan
peraturan perundangan-undangan

4. Independency, (independensi) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional
tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun

5. Fairness, (kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku
kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang
berlaku.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola tersebut atau disebut dengan

Good Corporate Governance, maka manajemen akan memaparkan Laporan Tata Kelola

BPR Tanoba Lais Manekta tahun 2018.

PT. BPR Tanaoba Lais Manekat sedang mengupayakan untuk menciptakan budaya yang
mengutamakan integritas, kualitas layanan dan prinsip kehati-hatian. Budaya itu
diterapkan melalui proses internalisasi ke dalam sistem dan prosedur serta pembentukan
perilaku yang berlandaskan pada lima prinsip dasar diatas.

Guna mendukung tujuan Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT. BPR Tanaoba Lais
Manekat berupaya mengimplementasikan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan secara
menyeluruh dan berkesinambungan dengan melakukan penyesuaian pada kebijakan
intern Bank berdasarkan regulasi, pedoman dan peraturan perundang—undangan.

Dalam  melaksanakan Tata Kelola, Bank tidak hanya berpedoman pada
ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana
disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan

perundangan- undangan yang berlaku lainnya seperti :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang
kemudian diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
bagi Bank Perkreditan Rakyat.




No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank
Perkreditan Rakyat '

5. Lampiran I Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

6. Lampiran II Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOQJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

/. Lampiran III Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEQJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

8. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/12/KEP/DIR tentang Tata cara Penilaian
Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, berikut ini kami sampaikan Laporan
Pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri atas transparansi pelaksanaan Tata Kelola dan

kesimpulan umum hasil self-assessment pelaksanaan Tata Kelola di Bank.




I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan badan tertinggi dalam
struktur PT. BPR Tanaoba Lais Manei:at. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui
Laporan Tahunan, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali para anggota Dewan
Komisaris dan Dewan Direksi, penunjukan dan/ atau penunjukan kembali Auditor
Eksternal dan tugas - tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.
RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban
Direksi dan Komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1
(satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dll. RUPS
tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu
selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya sedangkan RUPS luar biasa
dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas permintaan dari Direksi ataupun Pemegang
Saham dengan hak suara minimal 50% dari total hak suara yang telah dikeluarkan oleh
perseroan, agenda rapat RUPS luar biasa juga bermacam-macam, tergantung pada
urgensi kepentingan perseroan pada saat itu misalnya akan merubah susunan Direksi dan
komisarisnya, merubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan, dll.
Berdasarkan Undang-undang RI no 40 tahun 2007, tentang perseroan terbatas, selama
tahun 2018, BPR Tanaoba Lais Manekat mengadakan RUPS tahunan dan RUPS luar
biasa, dengan tata tertib pelaksanaan RUPS yang mengacu pada Undang-undang
tentang Perseroan Terbatas.
Selama tahun 2018, BPR Tanaoba Lais Manekat telah menyelenggarakan beberapa kali
Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain :
- RUPS Tahunan tanggal 22 Juni 2018, akta nomor 85

RUPS Tahunan 2018 menetapkan beberapa hal, antara lain:

o Laporan Perhitungan Tahunan berupa Neraca Laba Rugi tahun buku 2017

e Laporan Tahunan Perseroan (hasil yang telah dicapai dan perkiraan perkembangan

Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya

selama tahun buku 2017 serta masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan
perseroan.)
¢ Penggunaan Laba perseroan tahun buku 2017.
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e Pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku 2017.

- RUPS Luar Biasa tanggal 22 Juni 2018, akta nomor 86, kemudian diperbaiki dengan
AKTA NO: 42, tanggal 08 Agustus 2018, Pimpinan Rapat adalah Direktur Utama BPR
Tanaoba Lais Manekat, dengan agenda sebagai berikut :

1. Perubahan Modal Dasar menjadi Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
2. Perubahan klasifikasi saham menjadi Saham Seri A dan Saham Seri B
Sehingga komposisi saham menjadi :

v' Saham seri A sebanyak Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)
v Saham seri B sebanyak Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah)

3. Pengangkatan kembali Direktur Kredit : YEREMIA MESAKH NAPPOE
- RUPS Luar Biasa tanggal 9 Nopember 2018, akta nomor 56, Pimpinan Rapat adalah
Direktur Utama BPR Tanaoba Lais Manekat, dengan agenda sebagai berikut :
1. Perubahan Modal disetor menjadi Rp.15.230.000.000,- (lima belas milyar dua ratus
tiga puluh juta rupiah)

2. Keputusan Sirkular Pemegang Saham tentang penambahan modal disetor berupa

Saham Seri B dengan komposisi saham Perseroan menjadi :

Yayasan TANAOBA LAIS MANEKAT, pemilik 2.640 lembar saham seri A
perseroan.

Tuan Ir. ABRAHAM P. LIYANTO, pemilik 162 lembar saham seri A perseroan.
Tuan CHRISTOFEL LIYANTO, SE., pemilik 108 lembar saham seri A perseroan.
Tuan Doktor JENY EOH, MSc., selaku pemilik 90 lembar saham seri A perseroan.
Tuan ROZALI, selaku pemilik 20 lembar saham seri B perseroan.

Tuan DJIBRAEL MICHAEL DOQY, selaku pemilik 16 lembar saham seri B
perseroan

Nyonya Zantje Mathilda Voss Tomasowa, SH MKn, selaku pemilik 10 lembar

saham seri B perseroan




III. DIREKSI

3.1 Dasar Hukum

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah
dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

. Peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Surat Edaran OJK nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan BI nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi
BPR

Surat Edaran BI nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012,
tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR

. Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

Surat Edaran OJK nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi
BPR

3.2 Kriteria Direksi
a. Persyaratan Integritas, minimal :

Seluruh direksi wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan
dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum
karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh)
tahun terakhir sebelum dicalonkan;

Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;

Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

b. Persyaratan Kompetensi, minimal :

Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang
memadai dan relevan dengan jabatannya;

Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/ atau
keuangan;

Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka

pengembangan BPR yang sehat;




c. Persyaratan eputsi Keuangan, minimal : :
e Seluruh Direksi tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet.

e Direksi tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota
Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.

o Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan

d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/ atau lembaga
lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga pendidikan
dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.

e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda
sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris.

f. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi
BPR.

3.3 Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Berdasarkan pedoman dan tata tertib Direksi yang mengacu pada Anggaran Dasar Bank

yang telah ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan merujuk kepada

Undang-Undang Perseroan Terbatas, ketentuan-ketentuan dari Bank Indonesia serta

Otoritas Jasa Keuangan, maka tugas dan tanggung Jawab Direksi, adalah sebagai berikut:

a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha
Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang operasional berdasarkan dengan prinsip
kehati-hatian

b) Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank

c) Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab
sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku

d) Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja
Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, hasil
pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lainnya
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e) Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pemegang saham
melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

f) Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis
di bidang kepegawaian. "

g) Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu
kepada Dewan Komisaris.

3.4 Struktur, komposisi dan Independensi Direksi Bank

Struktur, Komposisi dan Independensi Direksi Bank adalah sebagai berikut ;

Direktur Utama : Robert Polyadu Fanggidae, S.E

Direktur Kredit : Yeremia Messakh Nappoe, S.P

Direktur Kepatuhan : Erni Edelfi Muskananfola, S.T

Seluruh anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/ atau hubungan
keluarga sampai dengan derajat kedua baik dengan sesama anggota Direksi yang lain
dan/ atau anggota Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham Bank BPR.

Anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria jumlah, komposisi, independensi dan
kompetensi menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga yang cukup profesional yang memiliki
pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
(Fit and Proper Test).

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan

usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- Jumlah anggota Direksi lebih dari 2 orang;

- Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia;

- Penggantian dan atau pengangkatan Direksi telah memperoleh persetujuan dari
RUPS.

- Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di bidang operasional
perbankan sebagai pejabat eksekutif bank;




Independensi Direksi :

- Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan
derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan atau dengan anggota Dewan
Komisaris. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Tanaoba Lais Manekat telah membuat dan
menandatangani surat pernyataan Independensi yang diperbaharui secara berkala.

- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham
melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank dan/ atau

menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank

- Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang
mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

3.5 Rapat Direksi

Selama tahun 2018, Direksi menyelenggarakan rapat 1 (satu) kali dalam sebulan, akan
tetapi diluar jadwal tersebut salah satu anggota Direksi dapat mengundang Direksi lain
untuk mengadakan rapat membahas hal-hal yang perlu diketahui dan/ atau mendapat
keputusan segera. Selain itu, Direksi sewaktu-waktu mengundang Dewan Komisaris untuk
melakukan rapat gabungan mendiskusikan kinerja dan perkembangan Bank secara umum.
Selama tahun 2018, telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan
1 (satu) kali rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Komisaris.

Rekapitulasi kehadiran dalam rapat Direksi dan rapat gabungan antara Direksi dengan
Dewan Komisaris selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

| NAMAPEIABAT

Direksi

fg,oh'e_r‘t- Polyadu Fanggidae 12
Yeremia Mesakh Nappﬁe - 12
Ern'i'.E(:I_éiﬁ.Musi_kan_aﬁ:féia.':_ - o _li_..;

Total Rapat 12

Selama ini, acara rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris

seluruhnya diselenggarakan di Kupang, di ruang Direktur Utama.

Jumiah -'P-r.o’sen'ta:sé.-
| Kehaditan |

100%
a0
100%

e

~ RAPAT DEWAN KOMISARIS
 DENGAN DIREKS|
KeBaditen |

o

100%
100%
100%




Seluruh angg reksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pedoman
Kerja Direksi Bank mengenai minimum kehadiran dalam rapat dan jumlah minimum
rapat yang diselenggarakan.

Keputusan dalam setiap rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi dengan Dewan
Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Seluruh keputusan rapat dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan
baik.

3.6 Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi
Total remunerasi Direksi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

JUMLAH DITERIMA OLEH DIREKSI
(BRUTTO) Tahun 2018

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN T T Ny
Jumlah (org) | Ribuan Ap.

1 Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin,

tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk 3 1,210,856

non natura)
2 Fasllitas lain dalam bentuk natura

(perumahan, transportasi, asuransi 3 262,150

kesehatan dll)- dim rupiah;
JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN

lumlah (org) Ribuan Rp.

1 Gaji 3 564,102
2  Bonus HUT 3 93,845
3 Tunjangan Komunikasi 3 34,000
4  Tunjangan Hari Raya 3 99,099
5 Tunjangan Transportasi 3 133,750
6 Tunjangan Jabatan/ Risiko 3 128,400
7 Tunjangan Cuti 3 49,550
8 Tunjangan Jasa Produksi 3 65,340
9 Penghargaan Masa Kerja dan pengabdian 1 304,920

msd“ o
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JENIS REMUNERASI PER UM LAH
ORANG TAHUN 2018 DEWAN DIREKS|

Diatas Rp. 2 miliar -
Diatas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2 miliar .
Diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar =
Diatas Rp. 250 juta s/d Rp.500 juta 3
Diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta -

Dibawah Rp. 100 juta -
Total 3

3.7 Masa Jabatan
Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing anggota

Direksi Bank :
Masa labatan
Jabatan :
Berakhir
RUPSLB
Robert Pol i Direktur Ut P
yadu Fanggidae irektur Utama 15 Desember 2016 RUPS 2020
RUPSLB
Yeremia Mesakh N e Direktur Kr RUPS 2022
S trpe b 8 Agustus 2018
Direktur RUPSLB
i Edeffi
Erni Edelfi Muskananfala Kapatishan 16 Oktober 2017 RUPS 2021

3.8 Sertifikasi

Sampai dengan Tahun 2018, seluruh anggota Direksi telah lulus program Sertifikasi Direksi
yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dengan perincian sebagai berikut :

No Nama Direksi labatan Sertifikat
1 Robert Polyadu Fanggidae Direktur Utama 10 Modul
2 Yeremia Mesakh Nappoe Direktur Kredit 11 Madul
3 Erni Edelfi Muskananfola Direktur Kepatuhan 10 Modul
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IV. DEWAN KOMISARIS

4.1 Dasar Hukum

4.2

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah
dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Surat Edaran OJK nomor 16/SEQJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
Peraturan OJK nomor 27/POJK.03/2016 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan
bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Surat Edaran OJK nomor 39/SEOK.03/2016, tanggal 13 September 2016,
tentang Penilaiam Kemampuan dan Kepatutan bagi calon Pemegang Saham
Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank.
Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR

. Surat Edaran OJK nomor 5/SEQJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi

BPR

Kriteria Dewan Komisaris
a. Persyaratan Integritas, minimal :

e Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang
baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku
dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana
tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan

» Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat

o Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus

b. Persyaratan Kompetensi, minimal :

e Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan
yang memadai dan relevan

C. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :

e Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet.
o Dewan Komisaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau
anggota
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